Jurnal Pro Hukum, Vol. V, No. 1, Juni 2016

EFEKTIFITAS PROGRAM 4 PILAR TERHADAP TUMBUHNYA
RASA NASIONALISME DAN PERILAKU

MASYARAKAT YANG TAAT HUKUM
Oleh: A. Basid

ABSTRAK

Munculnya rasa kebangsaan Indonesia berasal dari keinginan kuat rakyat
Indonesia untuk merdeka dan berdaulat. Sejak abad 19 dan 20, mulai muncul
benih-benih rasa kebangsaan atau nasionalisme bagi bangsa-bangsa di Asia dan
Afrika, khususnya Indonesia. Banyak faktor yang memicu munculnya rasa
kebangsaan di Indonesia. Salah satunya kenangan kejayaan masa lalu.Bangsa
Indonesia akan menjadi maju bila masyarakatnya memiliki sikap nasionalisme
yang tinggi. Namun dengan perkembangan zaman yang semakin maju, malah
menyebabkan memudarnya rasa nasionalisme. Nasionalisme sangat penting
terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan wujud kecintaan
dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Dengan hal ini, pemuda dapat
melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjaga keutuhan persatuan

Indonesia. Hal itu terjadi karena ketahanan nasional akan menjadi lemah dan
dapat dengan mudah ditembus oleh pihak luar.

Kata kunci : Efektifitas, 4 Pilar, Perilaku Masyarakat

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sudah dijajah
sedari dulu sejak rasa nasionalisme
pemuda memudar. Bukan dijajah
dalam bentuk fisik, namun dijajah
secara mental dan ideology. Banyak
sekali kebudayaan dan paham barat
yang masuk ke dalam bangsa
Indonesia. Banyak budaya dan paham
barat yang berpengaruh negatif dapat
dengan mudah masuk dan diterima
oleh bangsa Indonesia. Dengan
terjadinya hal itu, maka akan terjadi
akulturasi, bahkan menghilangnya
kebudayaan dan kepribadian bangsa
yang secharusnya menjadi jati diri
bangsa. Dalam Kasus terkini seperti
sebagian warga Indonesia yang
berangkat ke Suriah untuk bergabung
dengan ISIS menunjukkan bahwa

bangsa ini sudah kehialngan ideology
Pancasila.

Akhirnya mereka menemukan
ideology lain yang dianggap lebih baik,
padahal Pancasila adalah nilai luhur
yang digali- dari bangsa Indonesia.
Efektifitas program - Pilar
dipertanyakan  manakala banyak
perilaku masyarakat yang menyimpang
dari Pancasila. Kasus criminal, asusila,
narkoba dan berbagai kasus lainnya
yang marak membuktikan Pancasila
belum terpatri di setiap sanubari anak
bangsa.

Budaya gotong royong yang
merupakan intisari Pancasila memudar
berganti menjadi budaya konsumsme,
egoisme dan hedonisme- sudah melekat
khususnya di perkotaaan. Di mana nilai
pancasila yang menjaga toleransi,
namun masih terjadi penyerangan
terhadap warga yang akan
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melaksanakan ibadahnya. Di mana
nilai kemanusiaan, ketika masih ada
warga yang main hakim sendiri. Di
mana nilai persatuan ketika kerja bakti
di lingkungan dilakukan dengan
mambayar orang lain. Di mana nilai
demokrasi ketika musyawarah sudah
diketahui hasilnya sebelum dilakukan
musyawarah, Dimana nilai keadilan
ketika 31 juta warga dibawah garis
kemiskinan namun masih banyak yang
berhura-hura mengamburkan uang.

Program pemasyarakatan Empat
Pilar Kehidupan Berbangsa dan
Bemegara yang dilakukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) di 33
provinsi seluruh Indonesia dalam tiga
tahun terakhir dinilai berhasil mencapai
sasaran. Program tersebut dianggap
dapat meningkatkan pengetahuan dan
sikap positip terhadap Pancasila, UUD
1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal
Ika. Tujuan daripada penulisan
makalah ini adalah Efektifitas 4 pilar
berbangsa dan bernegara dalam
tumbuhnya rasa Nasionalisme dan
Masyarakat Taat Hukum

PEMBAHASAN

Rasa Nasionalisme Masyarakat
Merujuk pada kata Nasionalisme

menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia adalah kesadaran

keanggotaan dalam suatu bangsa yang
secara potensial atau aktual bersama-
sama mencapai, mempertahankan, dan
mengabadikan identitas, integritas,
kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu.
Melihat dari  definisi  tentang
nasionalisme di atas sudah selayaknya
rasa nasionalisme itu dipertahankan
dalam jiwa dan raga warga negara
Indonesia demi menciptakan
kebanggaan terhadap bangsa dan negeri
ini dan tentunya untuk mengantisipasi
serangan pihak asing yang berusaha

menguasai bangsa ini.Tetapi jika kita
melihat kaum muda bangsa Indonesia
sekarang ini, kaum muda saat ini
semakin hari semakin kehilangan rasa
nasionalisme mereka terhadap bangsa
dan negeri ini, mereka cenderung
memiliki kebanggaan terhadap bangsa
asing. Hal ini tidak bisa lepas dari
pedoman/pilar dalam berbangsa dan
bernegara.Secara sederhana,
nasionalisme dapat diartikan sebagai
suatu  paham yang menganggap
kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi
harus disertakan kepada Negara
kebangsaan (nation state) atau sebagai
sikap mental dan tingkah laku individu
maupun masyarakat yang menunjukkan
adanya loyalitas dan pengabdian yang
tinggi terhadap bangsa dan negaranya.
Makna Nasionalisme secara politis
merupakan kesadaran nasional yang
mengandung cita-cita dan pendorong
bagi suatu bangsa, baik untuk merebut
kemerdekaan atau menghilangkan
penjajahan maupun sebagai pendorong
untuk membangun dirinya maupun
lingkungan masyarakat, bangsa dan
negaranya.

Kita sebagai warga negara
Indonesia, sudah tentu merasa bangga
dan mencintai bangsa dan negara
Indonesia. Kebanggaan dan kecintaan
kita terhadap bangsa dan negara tidak
berarti kita merasa lebih hebat dan
lebih unggul daripada bangsa dan
negara lain. Kita tidak boleh memiliki
semangat nasionalisme yang berlcbihan
(chauvinisme) tetapi kita  harus
mengembangkan sikap saling
menghormati, menghargai dan bekerja
sama dengan bangsa-bangsa lain. Jadi
Nasionalisme dapat juga diartikan:

1. Nasionalisme dalam arti sempit
adalah suatu sikap yang
meninggikan bangsanya sendiri,
sekaligus tidak menghargai bangsa
lain sebagaimana mestinya. Sikap
seperti ini jelas mencerai-beraikan
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bangsa yang satu dengan bangsa
yang lain. Keadaan seperti ini sering
disebut chauvinisme.

2. Sedang dalam arti luas,
nasionalisme merupakan pandangan
tentang rasa cinta yang wajar
terhadap bangsa dan negara, dan
sekaligus menghormati bangsa lain.

4 Pilar Berbangsa dan Bernegara

Pilar adalah tiang penyangga
suatu bangunan. Pilar memiliki peran
yang sangat sentral dan menentukan,
karena bila pilar ini tidak kokoh atau
rapuh akan berakibat robohnya
bangunan yang disangganya. Demikian
pula halnya dengan bangunan negara-
bangsa, membutuhkan pilar atau soko
guru yang merupakan tiang penyangga
yang kokoh agar rakyat yang mendiami
akan merasa nyaman, aman, tenteram
dan sejahtera, terhindar dari segala
macam gangguan dan bencana. Pilar
bagi suatu negara-bangsa berupa sistem
keyakinan atau belief system, atau
philosophische grondslag, yang berisi
konsep, prinsip dan nilai yang dianut
oleh rakyat negara-bangsa yang
bersangkutan yang diyakini memiliki
kekuatan untuk dipergunakan sebagai
landasan dalam hidup bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara Seperti halnya
soko guru atau pilar bagi suatu rumah
harus memenuhi syarat agar dapat
menjaga kokohnya bangunan sehingga
mampu bertahan serta menangkal
segala macam ancaman dan gangguan,
demikian pula halnya dengan belief
system yang dijadikan pilar bagi suatu
negara-bangsa. Pilar yang berupa belief
system suatu negara-bangsa harus
menjamin kokoh berdirinya negara-
bangsa, menjamin  terwujudnya
ketertiban, keamanan, dan
kenyamanan, serta mampu mengantar
terwujudnya kesejahteraan dan
keadilan yang menjadi dambaan warga

bangsa.

1. Pilar Pancasila

Pilar pertama bagi tegak kokoh
berdirinya negara-bangsa Indonesia
adalah Pancasila. Timbul pertanyaan,
mengapa Pancasila diangkat sebagai
pilar bangsa Indonesia. Perlu dasar
pemikiran yang kuat dan dapat
dipertanggung  jawabkan sehingga
dapat diterima oleh seluruh warga
bangsa, mengapa bangsa Indonesia
menetapkan Pancasila sebagai pilar
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Berikut alasannya.Pancasila dinilai
memenuhi syarat sebagai pilar bagi
negara-bangsa Indonesia yang
pluralistik dan cukup luas dan besar ini.
Pancasila mampu mengakomodasi
keanekaragaman yang terdapat dalam
kehidupan negara-bangsa Indonesia.
Sila pertama Pancasila, Ketuhanan
Yang Maha Esa, mengandung konsep
dasar yang terdapat pada segala agama
dan keyakinan yang dipeluk atau dianut
oleh rakyat Indonesia, merupakan
common denominator dari berbagai
agama, sehingga dapat diterima semua
agama dan keyakinan. Demikian juga
dengan sila kedua, kemanusiaan yang
adil dan beradab, merupakan
penghormiatan terhadap hak asasi
manusia. Manusia didudukkan sesuai
dengan harkat dan martabatnya, tidak
hanya setara, tetapi juga secara adil dan
beradab. Pancasila menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat, namun dalam
implementasinya dilaksanakan dengan
bersendi pada hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwak.ilan
Sedang kehidupan berbangsa dan
bernegara ini adalah untuk
mewujudkan  keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk
kesejahteraan perorangan atau
golongan. Nampak bahwa Pancasila
sangat tepat sebagai pilar bagi negara-
bangsa yang pluralistik.
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Pancasila sebagai salah satu pilar
dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara memiliki konsep, prinsip dan
nilai yang merupakan kristalisasi dari
belief system yang terdapat di seantero
wilayah Indonesia, sehingga
memberikan jaminan kokoh kuatnya
Pancasila sebagai pilar kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Negara Indonesia adalah negara
hukum, yang bermakna bahwa hukum
harus dijunjung tinggi dan ditegakkan.
Setiap kegiatan dalam negara harus
berdasar pada hukum, dan setiap
warganegara harus tunduk dan taat
pada hukum. Perlu kita sadari bahwa
satu-satunya norma kehidupan yang
diakui sah untuk memaksa warganya
adalah norma hukum, hal ini berarti
bahwa aparat pemerintah memiliki hak
untuk memaksa, dan apabila perlu
dengan kekerasan, terhadap
warganegara yang tidak mau tunduk
dan tidak mematuhi hukum. Memaksa
adalah hak asasi aparat penyelenggara
pemerintahan dalam  menegakkan
hukum.

Suatu negara yang tidak mampu
menegakkan hukum akan mengundang
terjadinya situasi yang disebut anarkhi.
Sebagai akibat warganegara berbuat
dan bertindak bebas sesuka hati, tanpa
kendali, dengan berdalih menerapkan
hak asasi, sehingga yang terjadi adalah
kekacauan demi kekacauan. Dewasa ini
berkembang pendapat dalam
masyarakat, aparat yang dengan tcgas
menindak perbuatan warganegara yang
mengacau dinilai sebagai melanggar
hak asasi manusia, bahkan sering diberi
predikat pelanggaran hak asasi manusia
yang berat. Kita perlu sadar bahwa
negara-bangsa Indonesia dewasa ini
sedang dijadikan bulan-bulanan dalam
penerapan dan pembelaan hak asasi
manusia. Negara-bangsa Indonesia
dibuat lemah tidak berdaya, sehingga
kekuatan luar akan dengan gampang

untuk  menghancurkannya.  Untuk
menangkal pengaruh tersebut negara-
bangsa Indonesia harus menjadi negara
yang kokoh, berpribadi, memiliki
karakter dan jatidiri handal sehingga
mampu untuk menangkal segala
gangguan.

Agar dalam penegakan hukum ini
tidak dituduh sebagai tindak sewenang-
wenang, sesuka hati penguasa,
melanggar hak asasi manusia,
diperlukan landasan yang dapat
dipertanggung jawabkan dan dapat
diterima oleh rakyat. Landasan tersebut
berupa cita hukum atau rechtsidee yang
merupakan dasar filsafati yang menjadi
kesepakatan rakyat Indonesia.
Pancasila sebagai cita hukum
mengejawantah dalam dasar negara,
yang dijadikan acuan dalam menyusun
segala peraturan perundang-undangan.
Pancasila merupakan common
denominator  bangsa, kesepakatan
bangsa, terbukti sejak tahun 1945
Pancasila selalu dicantumkan sebagai
dasar negara. Pancasila dipandang
cocok dan mampu dijadikan landasan
yang kokoh untuk berkiprahnya bangsa
Indonesia dalam menegakkan hukum,
dalam menjamin terwujudnya keadilan.

2. Pilar Undang-Undang Dasar
1945

Pilar kedua kehidupan berbangsa
dan bernegara bagi bangsa Indonesia
adalah Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam rangka memahami dan
mendalami UUD 1945, diperlukan
memahami lebih dahulu makna
undang-undang dasar bagi kehidupan
berbangsa dan bernegara dan prinsip-
prinsip yang terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945. Tanpa
memahami prinsip yang terkandung
dalam™* Pembukaan tersebut tidak
mungkin mengadakan evaluasi
terhadap pasal-pasal yang terdapat
dalam batang tubuhnya dan barbagai
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undang-undang yang menjadi
derivatnya.
Makna Undang-Undang Dasar

Beberapa pihak membedakan
antara pengertian konstitusi dan
undang-undang dasar. Misal dalam
kepustakaan Belanda, di antaranya
yang, disampaikan oleh L.J. van
Apeldoorn, bahwa konstitusi Dberisi
seluruh peraturan-peraturan dasar, baik
yang tertulis maupun yang tidak
tertulis, yang berisi prinsip-prinsiup
dan norma-norma hukum yang
mendasari  kehidupan  kenegaraan,
sedang undang-undang dasar hanya
memuat bagian yang tertulis saja.
Istilah undang-undang dasar sangat
mungkin terjemahan dari grondwet
(bahasa Belanda), yang berasal dari
kata grond yang bermakna dasar dan
wet yang berarti hukum, sehingga
grondwet bermakna hukum dasar. Atau
mungkin juga dari istilah Grundgesetz
yang terdiri dari kata Grund yang
bermakna dasar dan Gesetz yang
bermakna hukum. Sangat mungkin
para founding fathers dalam menyusun
rancangan UUD mengikuti pola pikir
ini, hal ini terbukti dalam Penjelasan
UUD 1945 dinyatakan hal sebagai
berikut:

Undang-Undang Dasar suatu
negara ialah hanya sebagian dari
hukum dasar negara itu. Undang-
Undang Dasar ialah hukum dasar yang
tertulis, sedang disampingnya Undang-
Undang Dasar itu berlaku juga hukum
dasar yang tidak tertulis, ialah atura-
aturan dasar yang timbul dan

terpelihara dalam praktek
penyelenggaraan negara meskipun
tidak tertulis.

Konstitusi berasal dari istilah
Latin  constituere, yang artinya
menetapkan  atau  menentukan.
Dalam suatu konstitusi terdapat

ketentuan-ketentuan yang mengatur

hak dasar dan kewajiban warganegara
suatu negara, perlin-dungan
warganegara dari tindak sewenang-
wenang sesama warganegara maupun
dari penguasa. Konstitusi juga
menentukan tatahubungan dan tatakerja
lembaga yang terdapat dalam negara,
sehingga terjalin suatu sistem kerja
yang efisien, efektif dan produktif,
sesuai dengan tujuan dan wawasan
yang dianutnya.

3. Pilar Negara Kesatuan RI
Sebelum kita bahas mengenai

Negara Kesatuan Republik Indonesia
ada baiknya bila kita fahami lebih
dahulu berbagai bentuk Negara yang
ada di dunia, apa kelebihan dan
kekurangannya, untuk selanjutnya kita
fahami mengapa para founding fathers
negara ini memilih negara
kesatuan.Bentuk ~ Negara  seperti
konfederasi, federasi dan kesatuan,
menurut Carl J. Friedrich, merupakan
bentuk pembagian kekuasaan secara
teritorial atau ferritorial division oif
power. Berikut penjelasan mengenai
bentuk-mentuk Negara tersebut.

a) Negara Konfederasi

b) Negara Federal

¢) Negara Kesatuan

4. Pilar Bhinneka Tunggal Ika

Dalam berbagai wacana yang
disampaikan baik dalam forum resmi
maupun non resmi, seperti yang telah
disampaikan di depan, terungkap
bahwa terdapat empat pilar kehidupan
berbangsa dan bernegara bagi bangsa
Indonesia. Empat pilar tersebut adalah
Pancasila, UUD 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan
Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan empat
pilar tersebut ada yang berpendapat
sebagai harga mati. Pada tanggal 1 Juni
2006, Presiden Susilo Bambang
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Yudhoyono, dalam pidato politiknya,
menegaskan kembali konsensus dasar
yang telah menjadi kesepakatan bangsa
tersebut, yakni: Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, NKRI dan
Bhinneka Tunggal lka. Konsensus
dasar tersebut merupa-kan konsensus
final, yang perlu dipegang teguh dan
bagainana memanfaatkan konsensus
dasar tersebut dalam menghadapi
berbagai ancaman baik internal
maupun eksternal. Hal ini diungkap
kembali oleh Bapak Presiden pada
kesempatan berbuka bersama dengan
para eksponen ’45 pada tanggal 15
Agustus 2010 di istana Negara.

Namun di sisi lain sebagian
masyarakat memperta-nyakan atau
mempersoalkan makna  Bhinneka
Tunggal Ika dalam kaitannya dengan
implementasi Undang-undang No.32
tahun 2004, tentang Pemerintah
Daerah. Mengacu pada pasal 10 UU
tersebut, dinyatakan bahwa
“pemerintah daerah menjalankan
otonomi seluas-luasnya.” Berbasis
pada pasal tersebut, beberapa
pemerintah daerah tanpa memperha-
tikan rambu-rambu dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara melaju tanpa
kendali, bertendensi melangkah sesuai
dengan keinginan dan kemauan daerah,
yang berakibat terjadinya tindakan
yang dapat saja mengancam keutuhan
dan kesatuan bangsa yang menyimpang
dari makna sesanti Bhinneka Tunggal
Ika.

Namun apabila kita cermati
dengan saksama, pasal 27 dan 45 UU
tersebut menyebutkan bahwa dalam
melaksanakan tugasnya, kepala daerah
dan anggota DPRDwajib “memegang
teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar
1945 Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.” Hal ini akan

terlaksana dengan sepatutnya apabila
prinsip Bhinneka Tunggal Ika dapat
dipegang teguh sebagai acuan dalam
melaksanakan UU Pemerintah Daerah
dimaksud. Oleh karena itu berbagai
pihak wajib memahami makna yang
benar terhadap Bhinneka Tunggal Ika,
dan bagaimana meman-faatkan sebagai

acuan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan kehidupan negara
pada umumnya.

Untuk dapat meng implementasi
kan Bhinneka Tunggal lka dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara
dipandang perlu untuk memahami
secara mendalam prinsip-prinsip yang
terkandung dalam Bhinneka Tunggal
Ika. Prinsip-prinsip tersebut adalah
sebagai berikut :

i. Dalam rangka membentuk kesatuan
dari keaneka ragaman tidak terjadi
pembentukan konsep baru dari
keanekaragaman konsep-konsep
yang terdapat pada unsur-unsur atau
komponen bangsa. Suatu contoh di
negara tercinta ini terdapat begitu
ancka  ragam agama  dan
kepercayaan. Dengan ke-tunggalan
Bhinneka Tunggal Ika tidak
dimaksudkan untuk membentuk
agama baru. Setiap agama diakui
seperti--apa adanya, namun dalam
kehidupan beragama di Indonesia
dicari common denominator, yakni
prinsip-prinsip yang ditemui dari
setiap agama yag memiliki
kesamaan, dan common
denominator ini yang kita pegang
sebagai ke-tunggalan, untuk
kemudian dipergunakan sebagai
acuan dalam hidup berbangsa dan
bernegara. Demikian pula halnya
dengan adat budaya daerah, tetap
diakui eksistensinya dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang
berwawasan kebangsaan. Faham
Bhinneka Tunggal Ika, yang oleh Ir
Sujamto disebut sebagai faham
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Tantularisme, bukan faham
sinkretisme, yang mencoba untuk
mengembangkan konsep baru dari
unsur asli dengan unsur yang datang
dari luar.

. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat
sektarian dan eksklusif, hal ini
bermakna bahwa dalam kehidupan
berbangsa dan bemnecgara tidak
dibenarkan merasa dirinya yang
paling benar, paling hebat, dan tidak
mengakui harkat dan martabat pihak
lain. Pandangan sektarian dan
eksklusif ini akan memicu terbentuk
nya keakuan yang berlebihan
dengan  tidak atau  kurang
memperhitungkan  pihak  lain,
memupuk kecurigaan, kcemburuan,
dan persaingan yang tidak sehat.
Bhinneka Tunggal Ika bersifat
inklusif. Golongan mayoritas dalam
hidup berbangsa dan bernegara tidak
memaksakan kehendaknya pada
golongan minoritas.

. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat
formalistis yang hanya menunjuk
kan perilaku semu. Bhinneka
Tunggal Ika dilandasi oleh sikap
saling percaya mempercayai, saling
hormat menghormati, saling cinta
mencintai dan rukun. Hanya dengan
cara demikian maka keaneka
ragaman ini dapat dipersatukan.

. Bhinneka Tunggal Ika bersifat
konvergen tidak divergen, yang
bermakna perbedaan yang terjadi
dalam keanekaragaman tidak untuk
dibesar-besarkan, tetapi dicari titik
temu, dalam bentuk kesepakatan
bersama. Hal ini akan terwujud
apabila dilandasi oleh sikap toleran,
non sektarian, inklusif, akomodatif,
dan rukun.

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Para founding fathers dengan
arief bijaksana mengantisipasi
kemajemukan bangsa ini dengan suatu
rumusan sangat indah yang tertera
dalam Penjelasan UUD 1945 sebagai
berikut: 1. Kebudayaan bangsa ialah
kebudayaan yang timbul sebagai buah
usaha budinya rakyat Indonesia
seluruhnya. 2. Kebudayaan lama dan
asli yang terdapat sebagai puncak-
puncak kebudayaan di daerah di
seluruh Indonesia, terhitung sebagai
kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan
harus menuju ke arah kemajuan adab,
budaya, persatuan, dengan tidak
menolak  bahan-bahan baru dari
kebudayaan asing yang dapat
memperkembangkan atau memperkaya
kebudayaan bangsa sendiri, serta
mempertinggi  derajat kemanusiaan
bangsa Indonesia. 3. Rumusan yang
terdapat dalam Penjelasan UUD 1945
adalah sebagai prinsip dalam kita
mengantisipasi keanekaragaman
budaya bangsa dan dalam
mengantisipasi  globalisasi  yang
mengusung nilai-nilai yang mungkin
saja bertentangan dengan nilai yang
diemban oleh bangsa sendiri. Semoga
dengan berpegang teguh pada konsep
dan prinsip yang ung dalam
Bhinneka Tunggal Ika, Negara
Kesatuan Republik Indonesia makin

kokoh dan makin berkibar.
Saran

Dengan  berjalannya  waktu,
semangat nasionalisme yang

tertuangdalam 4 Pilar berbangsa dan
bernegaraitu mengalami  degradasi
dalam pemahaman dan impiementasi
nya. Arti 4 Pilar berbangsa dan
bernegara tentunya tertanam dalam
sanubari generasi bangsa untuk
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mengamalkan nilai-nilai luhumya dan
dijadikan sebagai alat pemersatu, maka
secharusnya kini dijadikan sebagai
cambuk bagi masyarakat Indonesia
untuk berbuat yang lebih baik demi
kemajuan negara. Kenegaraan
Indonesia berkembang sesuai dinamika
perubahan yang amat besar terutama
berkaitan dengan globalisasi dan
reformasi. Dalam perubahan ini setiap
komponen bangsa termasuk pemuda
dituntut kontribusinya sesuai
kemampuan, kompetensi, dan
profesinya. Masyarakat RI dituntut
untuk mengembangkan sikap
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur
budaya bangsa, sikap keteladanan dan
disiplin. Di sisi lain, perlu diciptakan
suasana yang lebih dinamis dan
demokratis yang mendorong
masyarakat Indonesia untuk berkiprah
positif dalam transformasi
pembangunan baik regional maupun
skala global.
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